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KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong
terciptanva 1klim transparasi dalam  pelaksanaan tata pemernintahan vang baik.
Penerapan  keterbukaan  informasi  publik di  Indomesia  diawali  dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informas: Publik {(UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemenintah sebagai penyelenggara
program pembangunan dan  pelavanan  publik wajib membuka akses lavanan
informas: kepada masyarakat dalam hal 1m negara harus transparan, akuntabel, dan
meningkatkan partisipasi akof masyvarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Pubhik vang bak. Setiap orang berhak memperoleh informas
publik sesum dengan ketentuan undang-undang,

Bawaslu Kabupaten Ketapang memiliki tanggung jawab moral maupun
yuridis uniuk melaksanakan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah denpan melaporkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawasiu
Kahupaten Ketapang dalam membenkan Lavanan Informasi Publik pada masvarakar,
melahn pembuatan Laporan Lavanan Informasi Pubhik FPID Bawaslu Kabupaten
Ketapang

Kami menvadan bahwa dalam penvesunan Laporan Layanan Informasi
Publik Tahun 2021 ini mash banyak terdapat kekurangan, untok ity kami berharap
semua pihak dapat membenkan masukan, knuk dan saran yang membangun untuk
perbaikan penvusunan laporan akhir ini kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan
Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang ini, dapat membenkan
manfaat dan informasi kepada masvarakat sehingea apa vang dilaksanakan oleh PPIT
Bawaslu Kabupaten Ketapang dapat dipertangpungjawabkan secara maksimal.

Ketapang, 27 Januan 2022
Koordmator Dhivist Hukum Humas dan Datin

Bawaslu Kabupaten Ketapang

Hardi n &H
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BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIAKAN LAYANAN INFORMASI

I 1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 avat (1) mewajibkan
Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan'atau menerbitkan Informasi
Publik yang herada di bawah kewenangannyva kepada Pemohon Informasi Publik,

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jamiman hukum bagi setiap orang
uniuk memperoleh informast sehagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana
diatur dalam UL 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informas: untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnva, serta berhak untuk mencan, memperoleh,
memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jemis saluran

yang tersedia,

F.eheradaan (/U Noo 14 Tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik,
sangat penting schagas landasan hukum vang berkaitan dengan hak setiap orang
untuk memperoleh informasi publhik dan kewajiban badan publik dalam
menyediakan dan melayam permohonan informasi publik secara cepat, tepat
waktu, biava ringan/ proporsional, dan cara sederhana Keterbukaan informasi
publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dan fungsi
badan publik. Pelaksanaan UL No. 14 Tahun 2008 d&i Bawaslu Kabupaten
Ketapang di dukung berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
dan Pelavanan Informasi Publik Bawaslu, Baweslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Ketapang berkewajiban untuk
menvediakan pelayanan informasi publik schagaimana diatur dalam Undang-
undang MNomor 14 Tahun 200%, dalam hal 1m1 Bawaslu kabupaten Ketapang
berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pengawasan
secara cepal, akurat dan transparan. Bawaslu Kabupaten Ketapang berupaya
membangun sistem pelavanan informasi secara online melalur website PPID
Bawaslu Kabupaten Kewpang ©  hitp/ppid ketapang bawaslu goad  untuk
mempermudah publik mendapatkan informas) baik terkait informasi kelembagaan

maupun kepemiluan. Penyediaan sarana layanan informas: online melalu websile




PPID merupakan salah satu bentuk altematif fasilitas yvang diberikan kepada
pemohon informasi di saat pandemi Covid-19.

Melalui fasilitas online para pemohon informasi tidak harus datang langsung
ke kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang, tetapi cukup melakukan permohonan
informasi melaln formulir online yvang tersedia di laman website PPID Bawaslu
Kabupaten Ketapang. Ketersediaan informas: publik pada website PPID vang
komprehensif danlengkap menjadi kewajiban bagi badan publik. Untuk memenuhi
ketersedian informasi diperlukan sinergi, komunikasi dan koordinas: vang efektif
antar bagian dan divisi dalam memberikan data dan
informasi secara berkala kepada PPID.

Laporan layanan informasi ini adalah bagian dan upava untuk melihal rekam
jejak layanan informasi sejak terbentuknya PPID Bawasiu Kabupaten Ketapang,
Laporan ini juga menjadi evaluas), refleks, catatan dan analisa tentang keberadaan
lavanan informasi di Bawaslu Kabupaten ketapang. Sudah barang tentu diharapkan
im juga menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan pelavanan informasi kepada
masvarakat kedepan.

| .2, Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Dalam membenkan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon
Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang berpedoman pada UL KIP, PP
61 Tahun 2010, Perki SLIP dan Perbawaslu 10 Tahun 2019, Regulasi terscbut telah
mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informast publik melahw
mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22
UL KIF, Menjadi sebuah kewnjiban bagi PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk
mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi pubhk dengan
segala konsckuensinya (meckanmisme memperoleh informas: dapat dilibat pada bagan
di samping). UL KIP telah menekankan bahwa setap informasi publik harus
diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya nngan, dan sederhana. Schingga
prinsip tersebot menjadi antangan bagn PPID Bawasluy Kabupaten Ketapang untuk
membenkan layanan informas) publik kepada masvarakat secara cepat, efcknf dan
efisien, Schagaimana telah dijelaskan, dalam membenkan lavanan informasi secara
cepat dan tepal waktu, biava ningan, dan sederhana, PPID Bawaslu Kabupaten
Ketapang memanfaatkan sarana dan‘atau media clektronik serta non-elektronik
schingga masvarakat dapat secars cepat memperoleh informasi publik sesua dengan

kebutuhannya.




BAB 1
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2 1 Sarana dan prasarana | avanan Informasi Publik vang dimiliki beserta kondisinva

Sarana dan prasarana pelayanan informasi meénjadi penunjang untuk
mempermudah pubhk dalam mengakses informass. Adapun fasilitas vang dimaliki
atau tersedia dalam rangka pelayvanan  informasi di Bawaslu Kabupaten Ketapang
i antaranya adalah Layvanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu
Kabupaten Ketapang, terdin dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas
FPID yang setiap han dijadwalkan untuk melayam permohonan informasi. Pefugas
PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menenma permohonan informasi dan
mencatal informasi yvang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelavanan Informasi. [h
meja lavanan terdapat beberapa fasilitas
PC vang terkoneksi dengan imternet
Formulir permohonan informasi

Formulir keberatan informasi,

= -

Formulir pemberitahuan terulis

Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan
Formulir permyataan keberatan

Tanda ternma informasi.

Daftar Informasi Pubhk (DIP)

Tata cara permohonan informasi.

= E oo

Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
k. Alat tulis kantor { ATK) vang bisa digunakan pemohon.

i

|.  Handsamitizer

m. FThermogun
Seloma pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Ketapang menerapkan protokol
keschatan bagi pemohon informasi vang datang langsung ke Kantor Bawaslu
Kabupaten Ketapang Sctiap pemohon informasi vang datang ke kantor akan
dilakukan pengecckan subu tubuh dan diwajibkan mencuci tangan pakar sabun scria

memakal alat pelhindung din seperti masker atau faceshield.

2.2 Sumber daya manusia yvang mecnangani Layanan Informasi Publik besena

kuahifikasimva

Sebagai wujud pelaksanaan Undang — Undang Momor 14 Tahun 2008
Tentanpg Keterbukaan Informaszi Publik, Bawaslu Fabupaten Ketapang telah




membentuk  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  vang
bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelavanan informasi publik. Struktur
Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Ketaspang dibentuk dan ditetapkan melalu
surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang
Nomor : DO2THE 01 00/K KN-03/06/2021 Tentang Pembentukan Struktur Tim
Keterbukaan [nformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pada Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dengan tujuan umiuk lebih
memperkuat Bawaslu Kabupaten Ketapang dalam menjamin hak-hak masvarakat
untuk mendapatkan informasi dan badan publik.

Kelengkapan struktur PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan
mformast publik. Tidak hanva itu, kapasitas sumber dava manusia vang ada pada
struktur PPID juga berperan penting bag pelayanan informasi publik vang mudah,
cepat dan akurat. Dalam rangka membangun sistem layanan informasi vang lebih
baik, baik dari sizsi peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas
sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengelola dan membenkan
layanan informasi publik secara optimal Pembenahan terus dilakokan Bawasiu
Kabupaten Ketapang.

Berikut susunan Tim PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang:

No | Nama Jabatan Kedudukan Dalam |
PPID
I | Nurivanto, S Pd.| Ketua  Bawaslu  Kab. | Pembina
ketapang
2 Eonny Irawan Anggota  Bawaslu Kab. Tiﬁi-Péni'mhangan
Ketapang
¥ | Agnesia Ermi, 5. Pd Anggota  Bawaslu  Kab. | Tim Pertimbangan
Kelapang

4 | Hardi Maraden, S H Anggota Bawaslu  Kab. | Tim Pertimbangan

ketapang

5 'S;u,l'.lierlina,ﬁ.i‘d Angeota  Bawaslu  Kab, | Tim Pertimbangan
ketapang

fr .Tq:ngl.u Nurmawardi, | Kepala Sckretarial Bawaslu | Aasan PPID
_ M. Sos Kab. Ketapang
7 | Muhamad Zaki, S.E. Bendahara Bawaslu Kab. | PPID

M. Sos | Ketapang
}‘E_'_Fiia'hé'iéﬁi;  Abun, | Staf Sekretariat Bawaslu | Petugas  Layanan |




TAMAT

| Uti M. Riduan, AMdA.T

|
| Dhea Rananda, 58T

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Kab Ketapang Informasi
Staf  Sekretariat Bawasly Petugas '[.u'yanan
Kah. Ketapang Informasi
‘Staf  Sekretariat Bawaslu | Petugas  Layanan
Kab Ketapang Informas:
Staf  Sekretariast  Bawaslu | Petugas  Lavanan
Kab Ketapang [nformass

FPID Bawaslu Kabupaten Ketapang belum memilikn alokas) anggaran vang

dikelola sendin, schingga masih menginduk pada anggaran vang dibenikan oleh
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2021 PPID Bawaslo Kabupaten
Ketapang menggunakan anggaran sebesar Rp 2.800.000; pada Fasilitasi PPID

Bawaslu Ketapang dan Fasilitasi Pengelolaan, Pelayanan data dan informasi
publik.




BAB I
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Dari bulan Januar sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 tdak ada
permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang.

3.2, Waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik
dengan kKlasifikas: tertentu

Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Ketapang dilaksanakan setiap han
kerja pada pukul 08.00-16.00 Wib, Jangka waktu dalam memenuhi setiap
permintaan informasi i Bawaslu Kabupaten Ketapang sesua dengan Undang-
undang KIP wvaitu paling lambat 10 (sepuluh) har kerja sejak diternimanya
permintaan dan perpanjangan waktu paling lambat 7 {tujuh) han

33 Jumlah Permuntaan Informasi Publik yvang dikabulkan baik sebapgian atau

seluruhnva

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Kempang tidak ada permintaan
informas: publik vang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnva.

34 Jumlah Permintaan [nformasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tdak ada Jumlah
Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya
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4.4

BAB 1V
RINCIAN PENYELESAIAN SENGEKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah kebemtan yang diterima

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak ada Jumlah
keberatan Informasi Publik yang ditenma.

. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak ada Tanggapan atas
kcheratan yang diberikan dan pelaksanaannya

- Jumlah permohonan penyelesman sengketa ke Komisi Informasi vang berwenang

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak ada Jumlah
permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang

Hasil mediasi dan‘atan keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang
dan pelaksanaanya oleh Badan Publik

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak ada Hasil medias:
dan/atau  keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaanya oleh Badan Publik

4.5, Jumlah gugatan vang diajukan ke pengadilan

4.6

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak ada Jumlah gugatan
vang diajukan ke pengadilan

Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak ada Hasil putusan
pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik




BAB W
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1, Kendala eksternal

Kondisi masyvarakat yang bernsal dan berbagar lapisan dengan tmgkat
pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menvebabkan ada sebhagian
besar masvarakat kurang memahami informasi vang ada dan disediakan di

hidang keterbukaan informasi publik

3.2. Kendala internal

a. Belum meratanya pemahaman di Bawaslu Kabupaten Ketapang mengenai
keterbukaan nformasi publik. Sehingga PPID masih dianggap sebagai
pekenaan dari bagian hubungan masyarakat saja bukan sebagai pekerjaan
kelembagaan.

h. Dokomen vang ada di Bawaslu Kabupaten EKetapang helum semuanya
terdigmtalisas

¢. Belum adanva basis data’'database khusus untuk PPID.

d. Kurangnya sarana dam prasarana pelayanan informas




BAB VI
UPAYA PENINGEKATKAN KUALITAS LAY ANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Rekomendasi

I. Pelatithan peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang

6.2 Rencana tindak lanjut

I Membenahi Tim Keterbukaan informasi Publik ataw struktur PPID 2021

2 Meningkatkan koordmasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja
penghasil informasi dalam pelayanan informasi.

3 Berkoordinasi dengan baman‘subbagan lainnya agar dapat menginventanisir
dan mendigitalisas: data yang dimalilki,

4 Pengembangan website dan penpelolaan database mformas PPID

5. Mengumpulkan data dan memilah data sesual kategon (dikecualikan atau
tidak ).

6. Menggencarkan sosialisasi akan peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten
Ketapang kepads masyarakat.

7 Mengoptimalkan fasilitas samana dan prasarana vang ada demi mewajudkan
pelayanan dan pengelolaan informasi yang maksimal,

8 Mengoptimalkan sumber dayva manusia vang ada dalam mengelola

informasi dan pelavanan informasi.




Lampiran

Susunan Tim PPID Bawaslo Kabupaten Ketapang

No | Nama Jabatan Kedudukan
Dalam PPID
(1 | Nuri yanto, 5 Pd.l Ketua  Bawaslu  Kab. | Pembina
Ketapang
2 Ennny'li'awan B _Elgg:l-l;_ﬂhwaslu Kab. | Tim P:rt'i'mmtr,an
Fetapang
3 Agnesia Ermi, 5. Pd Anggota Bawaslu  Kab. | Tim Pertimbangan
. ketapang
54 Hard: Maraden, S.H Anggota  Bawaslu  Kab. | Tim Pertimbangan
Ketapang
5 | Svf. Herlina, $.Pd | Anggota Bawaslu  Kab. | Tim Pertimbangan
ketapang
66 | Tengku Nurmmawardi, | Kepala Sckretanat Bawaslu | Atasan PPID
M Sos Kab Ketapang
7 | Mubamad Zaki, SE., | Bendahara Bawaslu Kab. | PPID
M Sos Ketapang |
8 | Fransiskus Abun, | Staf Sekretanat Hﬁwmlu:- Petugas  Layanan
AMIT Kab, Ketapang Informas:
9 Ut M Riduan, | Staf Sekretarist Bawaslu | Petugns  Layanan
AMIT Kab. Ketapang Informas:
10| Dwi Za Bagastia, 5T | Staf  Sekretaniat  Bawaslu | Petugas  Layanan
Kab. Ketapang Informasi
Il | Dhea Rananda, 55T | Staf  Sekretanat Bawaslu | Petugas -L-.ayanm
Kab. Ketapang Informasi




Daftar Informasi Publik Bawasln Kabupaten Ketapang
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Daftar Informasi Publik (Yang Dikecualikan) Bawaslo Kabupaten Ketapang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Republik Indonesia

Tahun 2018 telah menetapkan informasi sebagai informasi vang dikecualikan di
Bawaslu Melalu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas: Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor

D083 BawaslwH2ZPEHM.00V2018  Temtang  Klasifikasi  Informasi  vang
dikecuahkan, di tetapkan pada tanggal 11 Mei 2018 benkut 23 Informasi yang

dikecualikan

_ .Id:urrmlll.u [;'lcrda::l Al Penerimaan i;.apﬂran

Formulir Model A.2 Formulir Temuan

Formulir Model A 3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Formulir Model A 4 Undangan Klanfikasi

Formulir Model A S, Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
Formulir Model A 6. Keterangan Ahli i Bawah Sumpah/Janji
Formulir Model A7, Benita Acara Klarifikasi

Formulir Model A & Kajian Dugaan Pelanggaran

L g -1 ;| wl | W b

Formulir Model A9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penvelenpgaraan
Pemilu
10, | Formulir Model A, 10 Penerusan Pelangearan Admimistras: Pemilihan

I1. | Formulir Model A 11 Penerusan Pelangparan Tindak Pidana Pemilihan

12. | Formulir Model A 12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

13 | Formulir Model TSM GBW-1- Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan
Membenkan Dan/Atau Memjanyikan Uang Atau Maten Sccara Terstruktur,
Sistematis, Dan Masif

14. | Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas

15. | Formulir Model TSM GBW-3- Berita Acara Registras: Laporan Pelanggaran
Admimistras: Larangan Membenkan dan/atau Memanjikan Ulang Atau Maten
Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif

16. | Formulir Model TSM GBW-5- Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan Pelanggaran Admimstrasi Larangan Memberikan

Dan' Atau Menjanjikan Uang

Atau Maten Secara Terstrukiur, Sistematis, Dan Masif

17. | Formulir Model TSM GBW-10- Berita Acara Pemenksaan

18, | Formulir Model TSM GBW-11- Risalah Sidang Pemeriksaan

19. | Rincian Pemlaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes,
Kesehatan, dan Wawancara)

20, | Rincian Pemlaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes
Tertuhs,

Psikotes, Keschatan, dan Wawancara)

21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

22, | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Provinst




23 | Tanggapan dan Masukan Masyarakatl Dalam Seleksi Calon Angpota Bawasla
Kabupaten/Kota

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawasiu Repubhik Indonesia
Tahun 201% kembali menetapkan informasi schagar informasi yvang dikecualikan di
Bawaslu, Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia ada tiga Penetapan yaitu -

L Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Pemibhan Umum Nomor 0 0014/BawasiwHZFIHM.OO/L/2019 Tentang
Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemiliban Umum
vang dikecualikan, di tetapkan pada tanggal 28 Januan 2009 berikut 16
Informasi vang dikecualikan

u!ir I Bn'm:m;n Lupu
2. | Formulir Model B.2. Temuan

3. | Formulir Model B.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan

3. | Formulir Model B 4. Pelimpehan Temuaw/Laporan Dugaan Pelanggaran

Pemilu
Formulir Model B.5. Kajian Awai Dugaan Pelanggaran

3
6, | Formulir Model B.6. Undangan Klanifikas:

7. | Formulir Model B.7. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah
=

9

' Formulir Model B 8 Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
Formulir Model B.9. Berita Acara Klarifikasi
10 | Formulir Medel B.10. Kajian Dugaan Pelanggaran

I1. | Formulir Model B_11. Penerusan Pelangparan Kode etik Penyelenggara
Pemilu

12, | Formulir Model B 12, Penerusan Tindak Pidana Pemilu

13. | Formulir Model B.13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu

14, | Formulir Model B. 14, Penerusan Pelanggaran di luar Perundang undangan

Pemila

15. | Formulir Model B 16, Permintaan Korcksi Atas Rekomendasi
BawasluBawaslu Provinsi

16. | Formulir Mode B.17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan
Pemilu




2 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor - 0015/Bawasly/HIZPIHM, 00/ 2019 Tentang
Informasi Penanganan Temuan dan Lapoeran Pelanggaran Pemilihan Umum
vang dikecualikan, di tetapkan pada tanggal 28 Januan 2019 berikut 13
Informas: vang dikecualikan

Cek list laporan‘temuan dugaan tindak pidana Pemilu
Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (5G2)

| penerusan pelangearan pidana pemilu ke penyidikan
Dafiar saksi danfatau ahli
Daftar tersangka

Dafar barang bukts
Laporan polisi

Tanda bukt laporan
Serita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
Pengembalian berkas penuniut ke penj,rﬁ;k
Pemberitahuan berkas lengkap dan penyidik ke penuntut

| =i @ ol & W oM =
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3 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Pemiliban Umum Nomor - 0016/BawaslwHZPIHM 00/172019 Tentang
Alat Kerja Pengawasan Sebagm Informasi yang dikecualikan, di tetapkan
pada tanggal 28 Januan 2019 berikut | Informasi vang dikecualikan .

1. | Alat Kerja Pengawasan
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FERMLA SERRETARIAT

|

DISAHKAN GLEH |
SEERETARIAT TERGELU NURRAWARDI, M. 5o0s '
BADAN PEMGAWAS PEMILIHAN UL PEMATA Tk '
EABUPATEN KETAPANG MIP, 19780105 200903 1 002
Dasar Hukum : il'ul‘ha S0 Pelayanan infarrmasi Publik ,

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan informasi Publik; |egalifikasi pelaksana:

Undang-Uindang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulblik; 1. 5taf PRID
Undang-Undang Momar 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;

Paraturan Pemerintah Homor 61 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Momor 14 Tahun 5008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik;

&, Paraturan Bawaslu Momor 1 Tahun 2007 tentang Pengebslaan dan Pelayanan
Informasi Publk di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Peagawas
Pemilihan Umum Provine, Panitia Pengavwss Pemilihan Umum
i:ahumlen.mjta, dan Pengawas Pemilihan Umum Luas Megeari;

6. Peraturan Komisi Informasi Mamor 1 Tabun 2010 tentang Stander Layanan
Informasi Publik;

- N B

Keterkaitan - Pencatatan/Periengkapan

I AlatTulKantod[ATE),

2 PCflaptop

3. Printer/Scanner

4. Bulku Repgister

&, Formulic Permahanan Informasi

Peripgatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila 230P ind tidak dialankan maka dapat berakibat informasi tidak dapat

dikdasifikasikan 1. i gmpan dalam bentuk dokumen dan tercetak
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dan disampaikan kepada bidang Bukiil MEgHLe dalam bk
pelayanan informasi pubik ‘ permohonan regaier
r imfoernasi publil, permanhonarn
Fiait remilin Infermass
peTnohionan
indormiasi
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3. |jawish Fermulir
Parrminhciman
Falarnadi
Milakukan wf konsekuens| mfomasi Formullr ibmen® |Terbirma
yang akcsn diberikan | jica informas] yang pEMohanan win/tolea
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'a BAWAS L U Ihlnmnr S0P Ena-jr:n—m'sﬂfmmfzuzl

HE“FATEH “EI.AFAH_E Tanggal Pembuatan |22 Juni 2021

b s Lo St e LB B T il Pl Bominy Dtk Pands Bl Pa MlL) ;
Fabmos 450 JILR3E7 Tanggal Revis
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Tanggal Efekt|f 28 Juni 2021 ( |'

SEKRETARIAT

Disahkan oleh e
SEKRETARIAT TENGEL MURKANWARDE, M Sos
BADAMN PENGAWAS PEMILIHAMN LIMLIB PEMNATA Tk.I
KABLUPATEM EETAPANG MIP. 19780105 200903 1 002
Dasar Hukum Mamea S0P Penetapan dan Pemutakhian CIF

1. Undamg-Urdang Nomor L& Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas] Publik;

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik,

3. Undang Undarg Mo ¥ Tahum 2017 tentang Penyelenggara
Pammilu;

4, Paraturan Frediden Momor B0 Takhun 2012 tertsng
Orgamisas|, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerfa Mampu Mengelola Administrasi Dokumentasi
Sekratariat Jenderal Badan Pengawas Pemilinan Umum;

5, Peraturan PFemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undamng Namor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Infarmasi Publik;

&, Peraturan Komisi Informasi Mo.1 Takus 2000 wentang
Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Eomisl Informasi Mo. 1 Tahun 2017 Tentang
Pengklasifikasian Informasi Fublik;

B, Peraturan Bawasiu Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Urnum Provins!, Penitia Pengawes Pemiliban Umum
Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar
Megeri;

9, Peraturen Bawasiy Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat lenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum;

10 Keputusen Ketua Badan Pengawas Pemilihan Limurm
Kabupaten Ketapang Momar : DOZTHE.OL.00/K. KN-
03/06/2021 Tentang Pembentukan Struktur Tikd
Keterbukaan Informasi Publix Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentas| Pada Bawaslu Kabupaten

Kualifikasi Pelaksanaan

Minimal Sargana

Memahami Standar Pelavanan Publik

Ketapang.
Keterkaitan |Peralatan f Perlengkapan
1. Parangkat Komputer
2. Printar
|Peringatan IPeﬂtluttn dan Pandataan

|E'i=impu-n dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik




(SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP BAWASLU

PELAKTANY ML BAEL
Mo, HEGIATAN . HETERAKAGAN
iavanay | UNITKERM ROMRALRAR Klanghapan ke Output
Menghkoordinasikan Pengumpulan
Daftar :
r Dral Hata din 1 hari Meta i
L | tormast Publik yang dikuasal Unie - " ' el
Karja
) :ﬂh;r:mpllhm Draf Daftar Informas . =9 Orat : l
' Publik Linit &
Rerwashu Proving! Kalimantan Barat i - i
Melakukan Klasilikcasi Techadap Dral
Daftar Draf Daftar Informas Draf Daftar informasi
i |infarmasi Publii Bawasiu Prowvins| Publk Lirit Kerja 1 hiard Publi Linit Ketja yang
Edimanian Barat tedat diklasifikasi
Menyusun Draf Daftar Informas! Pubii |
Dral Daftar indformasi
Bawaslu Provinsl Kalimantan Barat s I:Em Ceal Caftar Informasi
4, 1 hari FPublik Baesastu, Mata
itz [Hnas
diklasiikasi
Memeriksa Draf Daftar informasi Pubfik
Bawasle Frovins Kalimartan Barat Dral Daftar Informasi B Gl Eifcras]
5. Publik Bawasly, Nota| 1 harl Pubik B Iu
[Denas
& Mernetapkan Daltar Infarmasi Pubdik Dr':uhﬂk E:I | a 1 hard Daftar Informas| Pubilik
" | Bawaslu Provingl Kallmantan Barat Bawashi
hiempublikasian Daftar informas| Draf Inforemasi Pablik Daftar Informasl Publik
7. |PublitBawaslu Provirsi Kelimantan -= Aawaslu 3 Manit Bawaslu yang Telah
Barat dipublikasikan di Website




BADAN PENGAIWAS PEMILHAN UMM Tanggal Rlevesi
KABUPATEN KETAPANG Tanggal Efektif
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SEXRETARIT

SR T L il
e bamase g A
Disahban olek fu——
SEKHETARIAT TERGEL NURMAWARDE, M.Sas
BADAN FENGAWAS PIRILHEIAN URMUN PRMATA Tl
EARUPATEM KETAPANG NP, 19780005 100903 1 002
Lharsar Hukum |Hlm-|- S0P Fenanganan Keberatan

1 Undang Undarg Nomar 14 Tahun 008 tentang | Kiealifikas) Pelakeansan
Keterbubkaan Inforemasi Publik;

4. Undang-Undang Maomor 25 Tabun 2009 teniang
Felayanan Public;

A, Undang Undang N7 Tahein 3007 tentang
Pampelenggars Fermlu;

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 20012 tentang
Organizadi, Tugas, Fungs, Winssnang, eam Tata
Karja Sekrataniat lendersl Badan Pangawad
Pamiliban Limismg

1%, Paraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000

tenitong Pelaksansan Undeng-Unidang Nomos 14

Tahum J008 tertang Keterbukaan indoomas

Pulalik;

|6, Paeraturan Kamisi inforrmasi Mo, 1 Tahun 2010
tentang Standst Layansn informasi Publik;

1. Paraturan Kamid afaermasl Mo, 1 Tabun 2017
Tentgnys Panpklpsfiloasian Informee Oubliks

|8, Paraturan Bawaska Nomaor 1 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan infarmasi Pubdl di
Badan Pengawas Pemiihan Limum, Badan
Parmgawas Permiliban Umom Provins, Panidia
Pengowas Pemiliban Umum Eabugaten)Kota, Dan
Ponzawas Pamilihan Umism Luar Negeri;

9, Paraturan Bewask Moemaor 7 Tahan 2019 tentang
Dganisati dan Tala Kerjs Sebretariat lenderal
Badan Pengaywas Pemilihan Umum;

10 Eanpuiusen Eotus Badan Pengawass Peamililen
Waimuin Eabupalen Eetlapang Nomor ;

002 THE. 0. DOV K. KN-03/ 06202 1. Tentang
Pambaotukan Strektur TIM Keterbukaan Informasi
Publik Pejabat Pengelala informasi dan
Dokumentas Pada Bawaslu Eabupaten Ketapang,

Eeterhatan Paralatan f Perlenghagan
L. Perangkat Komputer
2, Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

fipabiia Kegiatan di Dalam S0P Tided Dilaksanskan

Blaka Irfarmasi tidak dopat Disimpan dalsm bentuk dokumen tercetak dan elektronik
cliklaiFikasdan.




(50P] PENANGANAN KEBERATAN DI BAWASLU

PELAYANAN | KETUA PRID

| PEMANGGUNG

IRWAR

peermshonan iformasi
menga|usan keberatan kepada
PO dengan mengist farmudic
kehergtan atas pembserian
informasi

1 Jam

petugas pelayanan informasi
manyerahkan formulir
permoonan kebaraten atas
pembetian informasi begida
pamahan wnbuk dis

o ol

PPl Fhencatat dafam buku
regicter koheratan, memeriiss
elenghapan sdministrasi dan
membsrikan Tareda Terima
Eeberatan atas pemibierian
informasl

-

i

D menyerahkan permehanan

kebaratan kepada kebua PPID

L Hari

(e

Ketiia PPID menardskan
permmahonam keksratan lersbut
hirpada penanggung |awab.

%lii

1 Hard

!p-mlnpurtjlwrl:l
menyamapakan GEnEEsOER
tertulis kepada pemohan
infarrnasi dengan menyebuthan
alazam penolakan atau
mamsrintahkan PPID untuk
mermaemuhl kebsratan dari
pemohon

5 Hari

T

bdtua PRI rRnindak | enjuti
tanggapan darl pEnanggung
j@wnh terhadap keberatan

3 Hari

I.Ennhcm




Form Layanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN LMUM
KABUPATEN KETAPANG

a0 et N CHLE D Pt Delli P ik o TILT
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"'a BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran :

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi®® : 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat®**
2. Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/softcopy)®®*
Cara Mendapatkan Salinan Informasi®® : 1. Mengambil Langsung

2. Kurir
3. Pos
3. Faksimili
5. E-mail
Ketapang,
Pemochon Informasi Petugas Pelayanan Informasi

{Penerima Permohonan)




BAwASLU BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

i latan Gatot Subroto Mo, 188 B-C Desa Paysk Mumang-Dalta
i -.-.-. ~aw  PAEn Kods Pos TEELD

-' m——rd Talepon (0534) 3032042

TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:

. Nama

b. Alamat

e Tanggal perwerahan fonmubr parmohonBng ..o e s

d. Nomor RepiBtras Peri O I & o it o irrme s e sssm e sraa s rms b reamse s b hmasns

Yang menernma formulir permmohonan Informasi Publik:

a. Nama

b, Jabatan

Ketapang,

Yang menenma

(Pe Pe | Yang menverahkan

[Pemohon Informasi)

Nama dan Tanda Tangan Mama dan Tanda Tangan




Retapang,
Pejabat Pengelola Informasi

danDokumentasi
[PPID)

Nama dan Tanda Tangan

Reterangan:

L

ko

LA R L]

e -l

Pilih salah satu

Diisi sesual dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
Pilih salah satu dengan membari tanda ()
Biaya penyalinan (fotokopi awmu flashdisk) dan/ataun  hiava
pengeriman (kKhusus kurir dan pos) Sesuai degan biaya vang telah
ditetapkan

Jika ada penghitaman Informas: dalam satu  dokumen, maka
diberikan alasan penghitamannya.

Disi dengan keterangan waktu yvang jelas untuk menvediakan
Informasi vang diminta.
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KABUPATEN KETAPANG
BLZAN PRV PORL AN U
KABUPATEN KETAPANG /alan: Gatot Subroto Nemar 188 B-C Desa Payak kumang-
b i 3 i sose s e Delta Pawan Kode Pos 78813

" v Telepon: 1053412032042

Sm mmpmy

aB AWASL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

FORMULIR PEMEERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal hulan tahun
dengan nomor pendaftaran** kami menyampaikan
kepada Saudara/i:
BRIENL: 000 esmas s s
it 0009090909090 EREREhacsldiulia s T e e
Pekerjaan L e vl e
Nomor Telepon/EmAil s ersssnssss s sesss ssssesssn sossns
Pemberitahuan sebagan berikut:
A Informasi Depat  [hberikan
['ul.‘.l Hﬂl hﬂl terkait Keterangan
| Informas; Publik |
1. | Penguasaan O Kami
Informas: U Badan Pubhlk lain, vaitu .........
| Publik** )
2. | Bentuk fisik yang |0 Sofcopy(termasuk rekaman)
| tersedia *** U Hardeopy (salinan termulis)
3. | Biayavang O Penyalinan | Rp X umlah
dibutuhkan **** | | perlembari= Rp
Penigiriman  Rp

Lain-lain Rp

L | Jumish TRp _ |

4. | Waktu penyediaan hari '

5. Pm_relas-m penghitaman | pengaburan Informas: v yang dimohen **** |
(tambahkan kertas bila periu)

...........................................................................................................

B.Informasi tidak dapat diberikan karena:**
L mformasi yang diminta belum dikuasai
O Informasi yang diminta belum di Dokumentasikan

Pmu'-:d:a Informasi yang belum di Dokumentasikan dilakukan dalamjangka
“-ﬂk“.l ) EETEET ]




Ketapang,
Pejabat Pengelola Informasi

danDokumentasi
(FPID)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

e

-

-

Pilih salah satu
Diisi sesuad dengan nomor pendaftaran pada formulir penmohonan
Pilih salah satu dengan membari tanda (V)
Biaya penyalinan (fotokopi atau flashdisk] dan/atau biaya
pengeniman (khusus kurir dan pos) Sesuai degan biava vang telah
ditetapkan
Jika ada penghitaman Informasi dalam sama  dokumen, maka
diberikan alasan penghitamannya,

Diis: dengan keterangan waktu yang jelas untuk menvediakan
Informasi yang diminta.




Delta Pawas Kode Pos TEB13
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KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
Hn P:nm LILES LR R B R R B Lo R BTl

Nama
BRI R R R T e e s
Aomor TolaPon JIEMEEL ... ..o ciiiniinniis i brrrrnsirissscanrrsmms vnsiodssisnes
Rincian Informasi yang dibutuhkan -

.......................................................

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian
Informasi didasarkan [ | : Pasal 17 huruf . Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik. ***
Pada Alasan

[] Pasal .... Undang-Undang. ... %

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat
memmbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHOMNAN INFORMASI DITOLAK




Jika Pemochon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon
Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-
lambatnya 30 (2ga puluhj han kerja sejak menernima Surat Keputusan ini,

I';..Etﬂ.pﬂ.'ﬂg, o il ol ol ol
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

. Pilih salah satu

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi
Publik,

“** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a
sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

=4*% Sesual dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, diisi oleh PPID sesuai dengan
pasal pengecualian dalam undang-undang lain vang mengecualikan
Informasi yang dimechon tersebut [sebutkan pasal dan undang-
undangnyaj.

*teit Diisa oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu
pemberitahiuan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Peraturan Badan ini.




KABUPATEN KETAPANG

IIHIIFI APANG Jalan: Gatet Subroto Nomer 188 B-C Desa Payak lamang-
..... . _ﬂlﬂ_“‘ Delta Pawan Kode Pos 75813
Tebepon: (05343032042
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FPERNYATAAN KEBERATAN ATAS FERMOHONAN INFORMASI]

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Registrasi keberatan . S
Nomor Pendaftaran Pemohon
Informasi 1
Tujuan Pengpunaan Informasi
Identitas Pemohon i
Maima

IOEOT TRIBRIOHL. i s ar e s e AR Y e e ek
Identitas Kuasa th-:-hn-n"*

NEIma :

Alamat

Womor Telepon

B.ALASAN FPENGAJUAN KEBERATAN®=

Permahonan Informasi ditolak

. Informasi berkala tidak dizediakan

. Permintaan Informasi tdak ditanggapi

. Permintaan [nformasi ditanggapi tidak sebagaimana vang
diminta

. Permintaan [Informasi tidak dipenuhi

. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g Informasi disampaikan melebihi jangka waktu vang

ditenikan

Il

00 0

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila periu)

DHARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:
ltanggal], fnilan), fEhun] =

Demiikian keberatan inl saya sampaikan. atas perhatian dan tanggapannyva,
SAVE UchEpkan terimakasih.

.. frempa),, i [tanggall. [bulan]. [tahun] *=5+




RS LR RS

Mengetahui.
Petugas Informasi Pengaju
Keberatan (Penerima Keberatan)

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan
Keterangan:
. Pilih salah sam

Nomor register pengajuan keberatan diidi berdasarkan buku register

pengajuan keberatan.

*** Identitas Kuasa Pemohon dilsi jika ada kuasa pemochonnya dan
melampirkan Surat Kuasa,

sttt Sesual dengan Pasal 35 UU KIP. dipilih oleh pengaju keberatan
sesunl dengan alas an Keberatan yvang diajukan.

sttt Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yvaitu
sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register
pengajuan keberatan.

free** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung. maka formulir

keberatan juga ditandatangani oleh petugas vang menerima

pengajuan keberatan




Huang pelavanan informasi
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Hapat pembahasan maten atau konten




Rapat persiapan visitasi money penilaian badan publik




visilas money
Komist Informasi Prov. Kalimantan Barat




Rapat fasilitasi pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi
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Kegiatan pengelolaan dokumen




Leman penvimpanan hardcopy dokumen

o L T

lampilan drive penyimpanan soflcopy dokumen
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Tempilan Website Bawaslu Kabupaten Ketapang

carya BAWASLU TERPILIH SEBAGALI

et = PRESIDEN GLOBAL NETWORK -
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Fampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang
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Tampilan Instagram Bawaslu Kabupaten Ketapang

HUIMAT BAWASLL KETAPANG
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Tampilan Humas Bawaslu Kabupaten Ketapang




WEBSITE

Infografis publikasi website

INSTAGRAM

Infografis publikas) instagram



FACEBOOK

Infografis publikasi facebook




